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TEMPO/IMAM YUNNI

REZA SYAWAWI
PENELITI HUKUM DAN
KEBIJAKAN TRANS
PARENCY INTER
NATIONAL INDONESIA

aju Panitia Khusus Hak

Angket Komisi Pem-
berantasan Korupsi
- yang digagas Dewan

Perwakilan Rakyat seperti
tak terbendung. Berbagai
penolakan dari kelompok
masyarakat = sipil dan
ratusan guru besar dari

berbagai perguruan tinggi
di Indonesia tampaknya-

tak menyurutkan langkah
Dewan.

Target pertama Panitia
adalah memeriksa bekas
anggota DPR. dari Partai
Hanura mengenai proses
hukum yang sedang ber-
jalan, baik sebagai saksi
dalam kasus korupsi
proyek kartu tanda pen-
duduk elektronik mau-
pun tersangka pemberi
keterangan palsu dalam
sidang peradilan.

Jika ditilik dari segi
hukum, tindakan DPR
bisa dinilai sebagai bentuk
penghinaan terhadap peng-
adilan (contempt of court).
Penghinaandapatdimaknai
dalam dua hal: Q) criminal
contempt, yakni upaya
untuk mengacaukan proses
administrasi peradilan, (ii)
civil contempt, yakni tidak
mematuhi putusan dalam
proses pengadilan (Smith
and Hogan, Criminal Law,
Third Edition).

Black’s Law Dictionary

mendefinisikan peng-
hinaan™ terhadap peng-
adilan sebagai perbuatan
vang dipandang mem-

permalukan, menghalangi,
atau merintangi pengadilan

atau dinilai mengurangi
martabat dan wibawa
pengadilan. Penghinaan

terhadap pengadilan dapat
diklasifikasikan ke dalam
beberapa kriteria: (1) usaha
untuk mempengaruhi suatu
hasil dari pemeriksaan

peradilan,(2)tidakmematuhi
perintah peradilan, 3)
mengganggu Pros

peradilan, (4) menim
skandal

dan ('5

Seno Ad]l, 2007,

Dalam konteks Pamtla
Angket, upaya ‘\yang di-—
lakukan DPR at dinilai
sebagai bagian
disebut sebagai mengganggu
proses peradilan (obstruction

(PUSaKO) Fakultas Hukum >

Universitas Andalas (2015)
menyebutkan bahwa ada
empatunsursuatuperbuatan
dapat dikategorikan sebagai
pengganggu proses per-
adilan. Unsur itu adalah:
(@) tindakan tersebut
“dapat” menyebabkan ter—
tundanya proses hukum,

(b) pelaku mengetahui
tindakannya atau me-
nyadari perbuatannya,
() pelaku melakukan

atau mencoba tindakan
menyimpang dengan tu-
juan untuk mengganggu
atau mengintervensi proses
atau administrasi hukum,
dan (d) ada ‘“motif” untuk
melakukan tindakan yang
dituduhkan. :
Untuk itu, sebetulnya
perbuatan mengganggu
proses peradilan sangat
mudah dibuktikan karena
tidak mengharuskan per—
buatan tersebut _ telah
menimbulkan suatu aki-

‘pengadilan- foanaf'

o

apayang

bat, melainkan hénya
disyaratkan adanya mak-

tex:tentu yang

entingan”
dewasus tersebut,
menggunakan aparat

penegak hukum, meng-
gunakan lasa _pengacara,
1 ke

 Setidaknya ada dua hal
yvangdapatdilakukanuntuk
menghambat laju Panitia
Angket. Pertama, dengan
cara konfrontatif. Dalam
jangka waktu tertentu KPK
harus berani menetapkan
bahwa langkah politik
Panitia dapat dikenai pasal
tentang tindakan yang
tergolong mengganggu
proses peradilan.

Pasal 21 Undang-Undang
Tindak Pidana -Korupsi
menyebutkan bahwa se-
tiap orang yang sengaja
mencegah, merintangi;
atau menggagalkan secara
langsung atau tidak
langsung penyidikan,
penuntutan, dan pe-
meriksaan di sidang peng-
adilan perkara korupsi
dapat dikenai pidana.
Dalam konteks ini, ada
dua unsur yang mudah
dipenuhi. Pertama, unsur
“merintangi” sebetulnya
sudah “terpenuhi karena

cukup dibuktikan ada
upaya atau usaha untuk
merintangi tanpa harus

dibuktikan bahwa tujuan
tersebut tercapaiatautidak.
Kedua, secara langsung
atau tidak langsung oto-
matis juga terpenuhi
karena tindakan tersebut
dilakukan langsung oleh
terduga pelaku atau tidak

secara langsung, tetapi
melalui suatu instrumen
politik atau pengaruh

tertentu (R. Wiyono, 2012).

Kedua, instrumen per-
lindungan terhadap sak-
si atau saksi pelaku se-
patutnyabisamencegah ter-
jadinya praktik intimidatif
dalam mengungkap ka-
sus korupsi. Akibatnya,
pengaruh politik sudah
mampu menjamah ruang-
ruang persidangan yang
seharusnya bebas dari
pengaruh apa pun. Apalagi
dalam hal kejahatan
terorganisasi, peradilan
akan sulit mengungkap bila
sistem perlindungan saksi
tak mampu melindungi
setiap saksi. KPK dapat
bekerja sama dengan
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban, yang
sebetulnya memiliki dis-
kresi memberikan per-
lindungan. yang bersifat
darurat untuk melindungi
saksi tanpa diminta oleh
saksi itu sendiri, penasihat
hukum, atau keluarganya.

Langkah ini mungkin
akan berhadapan dengan
arus politik yang begitu
kuat melawan KEK.
Namun pilihan itu harus
diambil ketimbang pilihan
soal kompromi politik
yang justru melemahkan
semangat pemberantasan
korupsi. @
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